Abstrak

COVID-19 yang masuk di Indonesia telah memberikan dampak ekonomi, salah
satunya pada sektor perbankan. Pada sektor perbankan COVID-19 memberikan
dampak pada kenaikan kredit bermasalah. Kredit Bermasalah disebabkan menurunnya
Kinerja debitur, salah satunya debitur UMKM. Pelaku UMKM mengalami penurunan
pendapatan akibat COVID-19. Kredit bermasalah dapat menyebabkan profitabilitas
dan likuiditas bank terganggu. OJK mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020
yang kemudian diubah menjadi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang bertujuan agar
bank dapat melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya hukum untuk
menyelesaikan kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaturan terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya hukum terhadap kredit
bermasalah akibat COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum
yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-
peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan
hukum dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang
mengkaji mengenai POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor
48/POJK.03/2020.

Hasil penelitian ini menunjukan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 melengkapi
POJK Nomor 11/POJK.03/2020 karena adanya penambahan pengaturan mengenai
penerapan manajemen risiko bagi bank yang melakukan restrukturisasi kredit dan bank
dapat melakukan restrukturisasi kredit sampai tanggal 31 Maret 2022. Penelitian ini
juga menunjukan salah satu bank yaitu Bank BRI cabang Jombang yang menerapkan
manajemen risiko dalam melakukan restrukturisai kredit terhadap debitur UMKM
yaitu debitur KMK yang terdampak COVID-19. Tujuan pemberian restrukturisasi
kredit kepada debitur UMKM untuk membantu debitur yang terdampak COVID-19

pandemi COVID-19.
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